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BUPATI BARITO SELATAIT
PROVINSI KALIMAITTAN TEIVGAH

PERATURAN BUPATI BARIT'O SELATAN
NOMOR $ TATTUN 20/22

TENTATTG

PEI5(}EIOLITAIT ASEf I}ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa urrtuk melaksanakan keterrtuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
terrtang Pengelolaan Aset Desa.

Undang-Undang Nomor 27 TaJa:ur: 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
I*lmbaran Negana Republik Indonesia Nomor 18201;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara firmabaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa00);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tallrrbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nornor
54957 ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun }ALS tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 ?alrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang.undangNomorllTahun2o2otentangCipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65731;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang
perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o14 Nomor

92, ?ambahan.t Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ot4 Nomor 729, Tambahan l.embarart Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2al9 tentang Perrrbahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Und ang-llndang Nomor 6

Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2otg Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632t1;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang

Dana Desa yaflg bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
pemerintah Nomor I Tahun 2076 tentang Perubahan

kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2al6 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor 586a);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLT tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (L,ernbaran Negara Republik

lndonesia Tahun zav Nomor 73, tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Kerrangan D aeratr. $,embaran Negara Reprrblik

Indonesia Tahun zalg Nomor 42, Tambahan [embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322l,;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2ol4
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2OL4 Nomor zOgL\;

L3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036)

9.
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 ahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 5a6l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2aL6

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLG Nornor 53);
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2oL6

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

2At6 tentang Kewenangan Desa

Negara RePublik Indonesia Tahun 2OL6

20.

LO37l;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7

Tahun 2a2a tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2o

Nomor 7, Tambahan Lemb arart Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);
peraturan Bupati Barito selatan Nomor 34 Tahun 2a2O

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal usul

dan Kewenarlgall tokal Berskala Desa di Kabupaten Barito

selatan {Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

202C Nomor 21);
peraturan Bupati Barito selatan Nomor 18 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah KabuPaten Barito Selatan);
peratulran Bupati Barito selatan Nomor 9 Tahun 2o2t

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2L

Nomor 9);

Tahun
(Berita
Nomor

18.

t9.

2L.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATTI,RANBI,PATITEIITANGPEIIGELoLIIANASE.T
DESA.

BAB I
KEIENTUAIT I'IIUM

ksal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia'

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan'
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4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Selatan.

5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengu.rus
urus€ln pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa,

adalah pnjabaran dari RJPM Desa unfuk jangl<a waktu I (satu) tahun.
9. Rencana Tata- Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat

RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah hasil perencanaan t"ata ruang
wilayah yang berisi Tbjuan, Kebijakan, Strategi, Penataan Ruang Wilyah,
Rencana Pola Ruang Wilayah,Penetapan Kawasan Strategi arahan
pemanfaatan ntaorrg wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah

Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaarn secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yarrg dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besafirya kesej ahteraan masyarakat Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yar:.g disebut dengan n€rma

lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Desa.

13. Badan Permusyarawatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang

selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yarrg melaksanakan fungsi
pemerintahan yang angotar:ya merupakan urakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetpkan secara demokratis.
L4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya yang disingkat

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

15. Aset Desa adatah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.

16. Pengelotaan Aset Desa rangkaian kegiatan mulai dari
perencana.an, pengadaan, penggutlaan", pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, pengahapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengau/asan dan pengendalian aset

Desa.
L7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sisternatis unhrk

merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.

18, Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan Desa.
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Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang

dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi'

pemanfaatan adalah pendayaguna€uI aset Desa secara tidak langsung

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa

dan tidak mengubah status kepemilikan'
Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oteh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai'

Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa

dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Masyarakat Desa di Desa

setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan'

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oteh pihak lain

datam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan

Desa.
BangUn Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau

sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertenflr yang telah disepakati' untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan danlatus'

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka uraktu'

Bangun serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa

t/irl,ah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danf atau

sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangUnan diserahkan

kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu

tertentu yang disePakati.
Pengarnanan adalah Froses dan cara perbuatan mengamallkan aset Desa

dalam bentuk fisik, hukum dan administratif'
Pemeliharaan adalah kegiatan ya1rg dilakukan agar semu aaset Desa

selalu dalam kead.aan baik dalam rangka penyelengg1araa1r pemerintahan

Desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari

buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala desa untuk

membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, detrrl atau kuasa

pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

yang berada dalam pengguasa€urnya'

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa'

Tukar Menukar ad,alah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang

dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan

22.

23.

24.

penggantiannya dalam bentuk barang'

31. Penjualan, adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang'

32. Penyertaan Modal Pemerintah Desa, adalah pemindahtanganan aset Desa

yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yar}g dipisahkaa untuk d,iperhitungkan sebagai modal Desa

33.
dalam BUMDesa.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan

ketentuan Yang berlaku'
34. Pelaporan adalah penyajian keterangan betupa informasi terkait dengan

keadaan objektif aset Desa.

27.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

yang di lakukan meliPuti
aset Desa sesuai dengan
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35. Penilaian adalah suatu prose$ kegiatan pengukuran yang didasarkan

pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan

metode/teknis tertentu untuk m emperoleh nilai aset Desa.

36. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa

dan/atau untuk kepentingan sosial.

87. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,

dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
g8. Kode{ikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka

pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2
(1) Jenis aset Desa terdiri atas :

a. kekayaan asli Desa;
b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBDesa;
c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau

yang sejenis;
d. kekayaan Desa yarrg dip,eroleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak dan/ atau diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan undang-undang;

e. hasil kerja sama Desa; dan
f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas :

a, tanah kas Desa;
b. pasar Desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan Desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
g. pelelangan hasil Pertanian;
h. hutan milik Desa;
i. mata air milik Desa;
j. pemandian umum; dan
k. Iaia-lain kel<ayaan asli Desa-

BAB II
PENGEIOLIIAil

B*gias Keeatu
Pongelola

Pagal 3

pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan lffi:m M:ran
@ ngbaiala.r

Pasal 4

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola,an a.set Desa

berwenang dan bertanggungiawab atas pengelolaan aset Desa'
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(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan
tanggung jawab :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
c. menetapkan penggun aarn, pemaref,aatan atau pemindalltanganan

aset Desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau

penghapusalr, aset desa yang bersifat strategis melalui musyavrarah
Desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa
sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetqjui usul pemanfaatan asset Desa selain tanah dan/atau
bangunan.

{3} Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf e, berupa :

a- tanah kas Desa;
b. tanah ulayat;
c. pasar Desa;
d. pasa.r hewan;
e. tambatan perahu;
f, bangunan Desa;
g. pelelangan ikan;
h. pelelangan hasil pertanian;
i. hutan milik desa;
j. mata air milik desa;
k. pemandian umum; dan
l. aset lainnya milik Desa.

(4) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan
sebagian kepada Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugaslpengurus aset Desa.

(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan
bertanggungiawab :

a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharart aset Desa;
c. mengatrrr penggunaan, P€Eanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala
Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa;

dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset

Desa.
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(2j Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungiawab:
a. mengqjukan rencana kebutuhan aset Desa;
b. mengajukan permohonarrr. penetapan penggunaan aset Desa yang

diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah
kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
e. men3rusun dan menyarnpaikan laporan aset Desa.

Baglaa Kedua
Pengelolaaa

Pasal 6

(U Aset Desa yang herupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah
Desa.

(21 Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausatrakan secara tertib.

(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada. Pemerintah Desa-

(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jarninan unhrk
tujuan apapun.

ksal 7
Pengelolaan aset Desa meliputi :

a. perencan€Lan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
1. pembinaan;
m. perrgawasan; dan
n. pengendalian.

Parasraf 1
Pereacanaan

Pasal a

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

dituangkan dalam RPJMDesa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
(2) Perencanaatl kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun

dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah
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memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 9
(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

dilaksanakan berd.a,sarkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
transparan dan terbrrka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.

(2) Pengadaan barang fiasa di Desa diutamakan dilaksanakan secara
swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang
bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau ketrampilan
tertentu.

(3) Pengadaan baraflg/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barangl Jasa di Desa.

Paragraf 3
Peaggunaan

Pasal 1O

tl) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkare setiap tahrrrr deregan
Kepuflrsan Kepala Desa.

(3) Penetapan status penggunaan aset Desa dilaklrkaan setelah
selesainya proses pengadaan barang/ jasa untuk kemudian dicatat
dalam Buku Inventaris Aset Desa.

hragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 11

(1) Pemanfaa,tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsr:ng untuk
menunj ang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa:
a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Peraturan Desa"

Pasal 12

(l) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat t2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset
Desa,

(2) Jangfua waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat {21



10

dilaksanakan dengan ketentuan:
a. untuk perpanjangan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun,

maka sisa masa jabatan kepala desa pada saat melakukan

perjanjian paling sedikt adalah 3 {tiga} tahun; dan

b. perpanjansan jangka wakttr selanjutnya, paling banyak sesuai sisa

masa jabatan KePala Desa.

(4) sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekurang-kurangnYa memuat :

a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek perjanjian sewa;
jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka urakttr;

tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

sglpma jangka waktu seura;

hak dan kewqiiban PffiaPihak;
keadaan di luar kemampuan para" pihak lfore moieurel; dan

persyaratan lain yarrg di anggap perlu'

dimaksud Pada aYat (U,
dan aset bergerak beruPa

(21

Patal 13

(1) Pemanfa.atan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal l, L ayat (2) huruf b dilaksar,,akan antara

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga

Kemasyarakatan Desa'-

Pir{am pakai aset Desa sebagaimana

dikecualikan untuk tanah, bangunan
kendaraan bermotor.

{3} Jangka waktu prnjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari

kalender dan daPat diPerPanjang'
(4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset Desa dilarang menyerahkall,

melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset Desa kepada

pihak manapun.

{5} Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekurang'kurangnYa memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka wakfu Pinjam P*at;
d.tanggungjawabpeminjamatasbiayaoperasionaldan

pemeliharaan selama jangka wal<hr peminjaman;

e. hak dan kewqiiban Para Pihak;
f. keadaan di luar kemampuall pEra pihak (foree majeurel; dal}

g. persyaratan lain yffigdi anggap perlu'

Pasal 14

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf c, berupa tanah danlatau bangunan dengan pihak

lain dilaksanakan dalam ra-ngka :

a.mengoptimalkandayagunadanhasilgunaasetDesa;dan
b. meningkatkan PendaPatan Desa'

Kerjasama Pemanfaatan aset Desa berupa tanatr danlatau

bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan :

(1)

(21
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a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa
untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan
tersebut; dan

b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (u dilarang
menjaminkan atam menggadaikan aset Desa yarrg menjadi objek
kerj asama pemanfaatan.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (L) memiliki kewajiban,
antara lain :

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka wakLu
pengoperasian yang telatr ditetapkan dan pembagian
keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas
Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaarr kerjasama
pemanfaatan; dan

c. jangka walrtr.r kerjasama pemanfaatan paling lama 15 {Iima
belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

(a) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
a. para pihak yang terikat dala'n perjanjian;
b. objek kerjasama pemanfaatan;
c. jangka waktrr;
d. hak dan kew4iiban para Pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (fore majeurel; dan
g. peninjalrall pelaksanaan perjanjian.

keal 15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain
dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. Pemerirrtah Desa memerhrkan baragunan dan fasilitas bag
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

b, tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk perryediaan bangunan
dan fasilitas tersebut.

{2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1} selama jangka waktu
pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap talrun; dan
b. memelihara objek bangun guna serah atam bangun serah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilarang
menjaminkan, menggadaikan, atatr memindahtangankan tanah yang
menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung
biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan

pen5rusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.
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Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling
lama 2O tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktrr bangrun gurra serah atam bangun serah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (U setelah terlebih dahulu
dilakukan evaluasi oleh Tim. yang dibentuk Kepala Desa dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal jangka waldu bangun guna serah atau bangun serah guna
diperpanjarlg, pemanfaatan dilakrrkan melahri Kerjasama
Pemanf,aatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(41 Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan
berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun gurra serah;
c. janska waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan diluar kemampuan para pihak {fore majeurel; dan
f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagtan trasil dari

pelaksanaan bangUn guna serah atau bangUn serah guna harus
dilengkapi dengan lan Mendirikan Bangunan (IMB) atas narna
Pemerintah Desa.

Pa$al 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun gllna serah atau
bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15

dilaksanakan setelah mendapat ljin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan
Pasal 15 merupakan pendapatan Desa dan waqjib masuk ke rekening Kas

,^\ Desa..

Paragraf Kelima 5
Peagamanan

Pasat 19

(U Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa dan PerangkatDesa.

(2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
a" adminishasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan

penyimp€rna.n dokumen kepemilikan;
b. fisik untrrk rnencegah terjadinya penrlrunarr ftrngsi

barang, penurunan jumlah barang dan hilangrrya barang;
c. pengarnan€rrr fisik untuk taraah dan bangunan dilakukan dengan

cara pemagaran dan pemas€mgan tanda batas;
d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilakukan dengan caxa penytmpana$ dan pemeliharaan; dan
e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status

kepemilikan.
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{3} Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dibebankan pada APtsDesa.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 2O

{U Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa dan PerangkatDesa-

(21 Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan padaAPBDesa.

Pamgraf 7
Peaghapusan

Pasal 21

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g

dilakukan dengan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data
inventaris Desa.

Al Pengfo.aptlsen aset Desa sslageimane rlimaksud pada ayat (U
dilakukan antara lain lsEE:
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.

(3) Penghapr*san asset Desa karena beralih kepernilikasr sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
a. pemindahta:rgana.rr aset Desa kepada pihaklain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan

sebagaimana pada truruf b, wajib merrg$aprrs dari daftar inverrtaris
aset milik Desa.

(4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dengan ketentuan :

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak
memiliki rrilai ekonomis;

b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur,
dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain;
dan

c. dibuatkan Berita. Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan
keprrtusan Kepala Desa tentang Pemrrsnahan.

(5) Penghapusan aset Desa karena sebab lain sebagairnana dimaksud
pada ayat 2 huruf c, anttara fairrhena
a. hil*g;
b. dicuri; da:;t/ atau
c. terbakar;

(6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian d.an/atau terbakar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Pemerintah Desa pemakai
aset Desa harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat
berw4jib/penegak hukum untuk memperoleh surat keterangan

sebelum melakukan proses penghaprrsan.
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?aga,l22,

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan
ditetapkan dengan Keprrtrrsarr Kepala Desa setetah metrdapat persetrlirran
Bupati.

Pasal 23

(U Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
tidak pethr mendapat persetujuan Bttpati.

(21 Penghapusarr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah
Daerah sebagai pendapatan daerah.

{2) Aset milik Desa yalag digabung sebagai dampak pembangunan seperti
waduk, uang penggantinya menjadi milikDesa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan
pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk
pembangunan. saranra prasaratr.a Desa.

(4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus danf atau digabung dalam
rangka penataan desa, aset Desa yarrg Desa-nya dihapus menjadi
milik Desa yang digabung.

Pamgraf 8
Pemlndah taaganaa

Pasal 25

(U Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 h:uruf h, meliputi :

a. tukar menukar;
b. penjualan; dan/ atau
c. penyertaan modal Pemerintah Desa.

{21 Peminda}rtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

berupa Tanah d,an/atau bangunan milik desa hanya dilakukandengan
tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset Desa dapat dliual apabila :

a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. aset Desa berr.rpa tanaarnana, trrmbrrhan dan ternak yang dikelola oleh
Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;

c. penjualan aset sebagaimana clirnaksud pada huruf a dan b dapat
dilakukan melalui penjualan langsung dan I ataulelang;

d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain
grrtuk meja, ktrrsi, komprrter, nesin tik serta tanaman tumbuhan darr
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ternak;
e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara

lain untuk kendaraan bermotor, peralatan mesin;
f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e

dilengkapi dengan bukti per{ualan dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa tentang penjualan asset Desa;

g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf
e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Plasatr.27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (U huruf c, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerj a BUMDesa.

A\ Penyertaan modal sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) berupa Tanah
Kas Desa.

Pamgraf 9
Penatausahaan

Pasal 28

(U Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannJra sebagaimana diatur
dalam Pasal 1O harus diinventarisir dalam buku inventaris asset Desa

dan diberi kodefikasi.

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

(31 Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang mencatat daftar aset

Desa berdasarkan tanggal perolehanl pembelian barang.

t+) Buku Induk Inventaris Aset Desa adalah gabungan dari buku
inventaris aset Desa dan dibuat pertahun.

Paragraf Kesepuluh
Penilaian

Pasat 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3O

Penilaian aset Desa sebagaimanra dirnaksud dalam Pasal 29 dalam' rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/ata:u bangunan
ditakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format
Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat l2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (21, dan Pasal 28 ayat t1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahka:r dari Peraturan Bupati iai.
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Paragraf 11

Pelaporan

Pasal 32

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan aset Desa kepada Bupati
melalrri Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dan Camat di
wilayah masing-masing secara berjenjang setiap akhir tahun anggar€m.

BAB III
TUKAR MEITI'KAR,

Pasal 33

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan
untuk:
a. kepentingan umum;
b. bukan untuk kepentingan umum; dan;
c. tanah kas Desa selain rrrrtuk kepentingarr urnllrn dan bukan trntuk

kepenting€ut umum.

Bagian Kesatu

Uatuk Kepentingaa Umum

Pasat 34

Tukar merrukar untuk kepentingan umum sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan :

a. setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang
menguntungkan Desa dengan menggullakan rrilai wajar hasil
perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia ma.ka terhadap tanah
pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupauang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

d. tana}r pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c dirrta-makan
berlokasi di Desa setemPat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat
sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi
dalam satu Kecamatan darrl atau Desa dikecamatan lain yang

berbatasan langsung.

Pasal 35

(1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan
dengan tahapan :

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil
Musyawarah Desa tentang tukar menukar tarrah milik Desa dengan

calon lokasi tanahpengganti berada pada Desa setempat;
b. Kepala Desa menyampaikan permohonan {jin kepada Bupati untuk

selanjutnya Bupati meneruskan permohonan iiin kepada

Gubernur;
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t2| Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan
tahapan :

a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk
mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalaa
berita acara;

b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud
pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan
pertimbangan pemberian persetr4iuan;

c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan la.pangan dan
verifikasi data;

d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala
Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tarrah
milik Desa.

Pasal 36

{1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2}

dilakukan untuk melihat darr mengetahui secara materiil kondisi fisik
lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.

t2t Verifikasi data sebagaimana dimpksud dalam Pasal 35 ayat (21

dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa
yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang

melakukan tukar merlukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk
tanah pengganti aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi,
serta pihak d.an / atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verilikasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat {2) rlimuat dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh pffapihak danlatau instartsi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana climaksud pada ayat {3} memuat antara
Iain:

a. hasil musyawarah Desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan

penggunaannya; dan
c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Paeal 37

(U Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b,
apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang

relatip sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain
untuk tanah.

{2) Besaran dan penggunaa.n selisih sisa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diatur oleh BuPati.

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dimasukkan dalam
Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan daIamAPBDesa.
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Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

Tukar menukar bukan untuk kepentingan umurl sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada

kepentingan nasional yeng lebih penting darr strategis dengan tetap

memperhatikan dan menyesuaikan RTRW Kabupaten.
Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagrmana

dimaksud pada aryart (1) seperti pengembangan Kawasan industri
perumahan.

(S) Tukar menlrkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan :

a. dilalarka11 setelah terjadi kesepakatam hesararr ganl.ti rrrgi sesrrai

harga yang mengunhrngkan Desa dengan menggqnakan nilai
wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;

c. apabila lokasi tanaj pengganti tidak tersedia di Desa setempat

sebagaimarra dimaksrrd pada hrrruf b, tanah penggarrti dapat

berloka.si dalam satu kecamatan dal.r / atam Desa di kecamatan

lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

(1) T\rkar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah

milik Desa ;

b. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan

setelah mendapat iiin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan

Menteri;
c. Sebelum Bupati menerbitkan iiin sebagaimana huruf b, terlebih

dahulu membentuk ?im Kajian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c
keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah SKPD terkait yang

disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;
e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan

mengikutsertakan tenaga Penilai;
f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e

melalmkan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa,

menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset Desa; dan

g. Hasil kqiian sebagaimana huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan

h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan

kepada Gubemur untuk permohonan ijin'

Bagian Ketign
Taanh Kas llesa Selain Untuk Kepentiugan Umum

Ilall Buhrt Untu& I(ePertiugaa Uaum

hsal40

t1) Tanah rnilik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa untuk satu
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hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau
tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat
dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.

(2| Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agff lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

dapat dilakukan dengan ketentuan :

a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan
tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah
milik Desa; dan

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan
setelah mendapat ijin dari Bupati.

ksql 4I
Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 39,

dan Pasal44 dihapus dari daftar inventaris aset De*a dan penggantirrya
dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

ksal42
Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian

sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal

39, dan Pasal 44 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBISAAIT DAIT PEI{GAWASAIT

Pasal 43

(U Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa;

(21 Pembinaan dan pengaurasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintahan Desa;

b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten kepada Desa;

(3) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V

PEtrDAI{AAI{
Fasal 44

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa,

pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
I{ETEilTUAil PERALII{AIT

Patal 45

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yffg sudah beialar. danl atau sedang dalam proses



t1)

{2t

(3)

20

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepaqiang
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
I{EIEITTUAI{ L/UN - IIUN

Paeal 46

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa
yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
dikembalikan kepada Desa, kecuali yfftg sudah digunakan untuk fasilitas
umum.
Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal
Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan
kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dm (21 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
I{ETEITTUAIT PEITUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang a, memerintahkan pengundangan Perahrran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada

SELATAI{,
')

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 1,i. 7*::'r.,y2O22

ffis@
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2O2I NOMOR 4



A.

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITS SELATAN
NOMOR..$ TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputtrsan Kepata Desa tentarg Penetapan Status Penggunaan
Aset Desa.

KABU PATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KEPATA DESA"-..'-..'.' (Nama Desal

NOMOR TAHUN

TfNTANG

STATUS PENGELOTAAN ASET DESA Dl DESA.......""{nama desa},

Menimbang :

Mengingat

KEPAI-A DESA ....'-.-.'.-.-..'.-.'... {na ma desa)

bahwa pengBunaan as€t desa digunakan dalam rangka mendukung

penyelenggiraan Pemerintahan Desa ..........-' (nama desal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapk*n Kepr*tusan Kepala tentanSstatus Pengelolaan Aset

Desa di Desa Desa........(nama desa);

undang-undang Nomor 6 Tahtrn 2O14 tentang Desa {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5a95h

PeraturanPemerintahNomor43Tahun20t'4tentangPeraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 723,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 1-L Tahun 2o1l) tentang Perubahan Kedua Atas

peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan

undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara

nepublik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia Ncmor 632L1;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Repub}ik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Repub}ik lndonesia

Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2018 Nomor 611);

PeraturanBupatiKabupatenBaritoselatanNomor.....'.Tahun2022
tentang Pengelolaan Aset Desa {Berita Daerah (abupaten Barito selatan

Tahun 2022 NomoF ............., Tambahan Lembaran Negara Kabupaten

Barito Timur Nomor I;

:1.

2.

3.

5.

6.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

7. Peraturan Desa .....,. {Nama Desa} lt}omor.'.'... Tahun........-..tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....'.;

8. Peraturan Kepala Desa ......- (Nama Desa) Nomor...-... Tahun

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....

{nama desa}Tahun Anggaran .-...';

MEMUTUSIGTII:

Keputusan Kepala Desa Tentang Status Pengelolaan Aset Desa.

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan

Iainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Desa {nama desa} sebagaimana terlampir.

Lampiran sebagaimana diktum KESATU rnerupakan bahan untuk dituangkan

dalam Buku lnventaris Aset Desa.

fuet Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalarn rangka meningkatkan

pendapatan desa.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di........................ (nama desaJ

Pada Tanggal

KEPA[-A. DESA...-..-........... (nama desa),

(nama tanpa gelar dan PangkatJ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA..,.,,,.......(Nama DesaJ
NOMOR ..... TA.HUN .........
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.........[Nama Desa],

(Nama tanpa gelar dan Pangkat)

Ca*tan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan jenis barang.
$iisi dengan kode barang.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari aset/kekayaan asli
desa,
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
peralehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari sumber lain yang sah-
Diisi dengan keterangan laia yang dianggap perlu-

No. |enis Barang Kode
Barang

Asal Usul Barang
Ket.Kekayaan

Asli Desa A,PBDesa
Lain-lain
yang sah

1 2 3 4 5 6 7



B. Format Berita Acara Ususlan Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USUTI\N PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA (nama desa)

Nomor :

Pada hari ini .............(dengan hurufJ tanggal (dengan huruf)
bulan .. (dengan hurufJ tahun - (dengan hurufJ, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

7. Nama
fabatan.. {selaku pengelola/Pengurus Aset DesaJ
Alamat

2- Nama
!abatan
AIamat

Selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan / penelitian atas
aset desa berupa :

l.kondisi fisik baik / rusak.
Z.kondisi fisik baik / rusalc
3.kondisi fisik baik / rusak,
+. dst

Aset yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan dan memerlukan
biaya perbaikan yang besar diusulkan untuk dapat dihapus dari Buku Inventaris
Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengansebenar-benarnya dan dapat
d ipertanggungj awabkan.

..........[nama desa), tgl, bulan, tahun
sebagaimana di atas

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa

Pengelola / Pengurus
Aset Desa,

Sekretaris Desa,
Selaku Pembantu Penglola Aset Desa,

t.-.................,.....-l

Catatan:
coret yang tidak perlu

t...,.........-...........-)



C. Forrmat Keputtrsan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa.

KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA........... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN INVEHTARIS DAH ASET DESA Dl DESA..,......'. (nama desal

Menimbang : a.

KEPAIS DESA.......... (nama desa),

bahrua barang milik Pernerintah Desa yang rusak herat daa tidak efisien
tagi dalam penggunaannya, peru dilakukan penghapusan dari data

inventaris desa yang tertuang dalam Buku lnventaris Aset Desa

Pertahun dan Euku Inventaris Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penghapusan lnventaris

dan Aset Desa di Desa Desa........{narna desah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republfk tndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelakanaan Undang-undang F{omor 5 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AL4 Nomor 723,

Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5539L

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 Peraturan Pelakanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 2A931;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2S16 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor 531;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2018 Nomor flLI);
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor ....... Tahun 2022

tentang Pengelolaan Aset Desa {Berita Daerah Kabupaten Bar[to Selatan

Tahun 2022 Nomot ............., Tamhahan Lembaran Negara Kabupaten

Barito Timur Nomor....... );
Peraturan Desa ....... {Nama Desa) Nomor ....... Tahun...........tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......;

Peraturan Kepala Desa ....... {Nama Desa} Nomor ....... Tahun

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.'...
(nama desa! Tahun Anggaran ......;

Mengingat 1.

b.

4.

6.

7.

8.



Memperhatikan : 1. Berita Acara penghapusan Aset Desa Nomor ...............- tanggal................ (denEan

angka)

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa Tentang Pen8frapusan lnventaris dan Aset Desa'

Akibat penghapusan Aset Desa i €a ditakukan penghapusan dari Buku

lnventaris Aset Desa Pertahun dan Buku lnventaris Desa'

Penghapusan Aset Desa sebagaimana Diktum KEDUA disebabkan Aset Desa

t"6"trri beralih kepemilikan, dirnusnahkan, hilang, rusak berat sebagaimana

Daftar terlampir.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangBalditetapkan.

Ditetapkan di....".--"-- {nama desaJ

pada tanggal

KEPAI-A DESA-.......----.--.." (nama desa),

(nama tanpa gelar dan PangkatJ

Catatan :

1. Alasan penghapusan disesuaikan dengan kondisi rill dilapangan dan sesuai dengan Berita

Acara.



t-A,MPIRAN
KEPUTUSAN KEPAIA DESA----,-. fNama Desa)

NOMOR,...- TAHUN .-...-
TENTANG PENGHAPUSAN INVENTARIS DAN

ASET DESA

DAFTAE ASET DESA YANG DIHAPUS

....... fnama desa],...... [tgt, bu]an, tahun]

Mengetahui,
Kepala Desa....... [nama desa),

t......,...-......---------)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan'

Petuniuk Pengisian :

Pengelola / Pengurus
Aset Desa,

t......-.....--------------l

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom B

Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan ienis barang'
Diisi dengan jumlah barang.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan kekayaan asli desa'

Diisi den[an asal usul baraag berdasarkan sumber dari APBDesa'

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber Iain yang sah'

Diisi dengan Tahun perolehan/pembelian barang'
Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu'

No. Jenis
Barang

|umIah
Barang

AsaI UsuI Barang Tahun
Perolehan

Ket.Kekayaan
Asli Desa

APBDesa
Lain-lain
yang sah

t Z 3 4 5 6 7 I



D, Format Buku Inventaris Desa

Kode Lokasi Desa :

Mengetahui,
Sekretaris Desa

Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA -.,,,,...,,, (nama desa)

TAHUN ..r.r...r!..

Pengelola / Pengurus
Aset Desa,

t..........................)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan'

Petuniuk Pengisian :

t..................,.......)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut'
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang'
Kolom 3 : Diisi dengan kode barang'
Kolom 4 : Diisi dengan ldenditas barang'
Kolom 5 : Oiisi denian asal usul barang berdasarkan kekayaan asli desa'

Kolom 6 : piisi den[an asal usul barang berdasarkan sumber da.ri APBDe-sa'

Kolom 7 : niisi denfan asal usul barang berdasarkan sumber lain yang sah'

Kolom B : Diisi dengan Tahun perolehan/pembelian barang'

Kolom 9 : Diisi dentan keterangan lain yang dianggap perlu'

SELATAN,
)

Tahun
Perolehan

Asal Usul Bara

Idenditas
Barang

....... [nama desa),....-. [tgl, bulan, tahun)

SAMSURI


